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Pendidikan kewarganegaraan dimulai sejak zaman dahulu, PKn ini diterapkan pada masa Orde Baru
untuk melancarkan para penguasa untuk memanipulasi demokrasi dan Pancasila, dan melakukan praktik
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pendidikan Kewarganegaraan tidak lepas dari realitas bangsa
Indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi. Pemahaman mengenai demokrasi di Indonesia
mungkin belum sepenuhnya dikuasai dan dimengerti oleh masyarakat. Beberapa konflik di Indonesia
terjadi karena pihak-pihak yang terkait merasa memiliki kebebasan terhadap hak-hak yang fundamental
seperti hak untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi. Demokratisasi sangat berkaitan dengan
kebebasan berkarya dan berekpresi individu di dalamnya, antara lain kebebasan untuk berkomunikasi,
kebebasan berpikir dan beragama kebebasan untuk berpendapat dan berasosiasi serta kebebasan untuk
memiliki dan mengatur kepemilikannya. Sedangkan hal yang paling menentukan di dalam sistem
demokrasi adalah bagaimana masyarakat dapat mengaplikasikan hak-hak fundamental yang dimilikinya.

HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa
yang bersifat kodrati, bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan manapun. Di dalam HAM
terdapat empat prinsip dasar HAM yaitu;

1) Kebebasan

Kebebasan merupakan penghormatan yang diciptakan oleh Sang Pencipta kepada martabat manusia
selaku ciptaan-Nya dimana manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk berkuasa.

2) Kemerdekaan,

Kemerdekaan berarti bahwa manusia memiliki kebebasan dari Sang Pencipta. Oleh karena itu manusia
harus dibiarkan merdeka dalam arti tidak boleh dijajah, dibelenggu atau dipasung dalam bentuk apapun.

3) Persamaan

Persamaan memiliki arti bahwa setiap manusia itu sama sebagai ciptaan Tuhan maka manusia sebagai
sesama ciptaan Tuhan tidak boleh membedakan manusia yang satu dengan lainnya.

4) Keadilan

Keadilan menunjukkan adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagai ciri utama
negara hukum dan negara demokrasi.



Masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin
keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan
masyarakat berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan
bukan nafsu atau keinginan individu. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani
diantaranya; 1) wilayah public yang bebas (free public spehere); 2) demokrasi (democracy); 3) toleransi
(tolerance) ; 4) kemajemukan (pluralism); 5) keadilan sosial (social justice). Sebagai bagian dari kelas
menengah, kita sebagai mahasiswa mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap nasib masa depan
demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia yang dapat diwujudkan dengan pengembangan sikap-
sikap demokratis, toleran, dan kritis dalam perilaku sehari-hari melalui cara-cara yang dialogis, santun
dan bermartabat serta melalui praktik-praktik demokrasi yang santun dan tertib dalam rangka
mewujudkan pembangunan demokrasi berkeadaban di Indonesia.



